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BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa dalam  rangka  optimalisasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa, perlu mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten
Bengkulu Utara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 2);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 9);

Peraturan Daerah Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2017
tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 2);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Eselon Jabatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 38 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten
Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019
Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Di antara nomor 26 dan nomor 27 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka,
yaitu 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

S. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat

APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
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Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu
Utara.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Basis Kas adalah pencatatan transaksi pada
saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diterima kembali oleh desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai
unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai
koordinator PPKD.
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Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat
desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang
menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan
tugas PPKD.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam
1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDesa Bersama adalah BUMDesa yang didirikan 2 (dua) desa
atau lebih dalam rangka kerja sama antar desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan
desa dengan belanja desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan
desa dengan belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran
yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang
akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APBDesa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian
kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan
Penjabaran APBDesa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang
anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa
adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas
keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas
untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang
telah disahkan oleh Kepala Desa.
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Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan
barang dan jasa.

Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya disingkat
SPP Panjar adalah SPP yang digunakan untuk mengajukan
permintaan uang muka kerja terutama untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan secara swakelola.

Surat Permintaan Pembayaran Defenitif yang selanjutnya disingkat
SPP Defenitif adalah SPP yang digunakan untuk mengajukan
permintaan pembayaran yang sudah pasti dan telah didukung
dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa untuk
mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan
Peraturan tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa setelah
dilakukan evaluasi untuk mengetahui bertentangan dengan
kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak
dapat dilakukan sendiri.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur
perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau
masyarakat, yang terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Kasi dan
Kaur selain dari pelaksana kegiatan anggaran.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan
pada  saat penyusunan RKPDesa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui
keputusan kepala desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
honorarium sesuai kemampuan keuangan desa yang besarannya
ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
APBDesa.

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 14

(1) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
a. hasil usaha;
b. hasil aset;
c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. lain-lain pendapatan asli desa.

(2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
antara lain bagi hasil BUMDesa dan BUMDesa Bersama.

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
. pengelolaan tanah kas desa;
. tambatan perahu;
pasar desa;
. tempat pemandian umum;
jaringan irigasi desa;
pelelangan ikan milik desa;
kios milik desa;
. pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik desa; dan
hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
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(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan
masyarakat desa.

(5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d antara lain hasil pungutan desa.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Ketentuan kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) adalah:

a. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi bencana alam,
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, tanah longsor, kebakaran dan angin puting beliung;

b. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/ atau karena wabah/
epidemi, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masyarakat, wabah penyakit dan serangan hama;

c. korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari
2 KK);

d. dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuan korban
untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dalam masa
saat terjadinya bencana hingga penanggulangan diambil alih oleh
pemerintah supra desa dan/ atau sampai dengan 7 (tujuh) hari
setelah bencana terjadi;

e. kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud di atas meliputi
kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan
kesehatan, penampungan dan hunian sementara.



(2) Ketentuan  kriteria  kegiatan yang dapat dibiayai untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan upaya tanggap darurat
akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan
oleh kepala desa berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada
saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, meliputi:

a. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;

b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan
pengungsi; dan

c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana dalam skala
kecil dan/ atau bersifat sementara.

(3) Dihapus.

. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (5) adalah sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang dialami
masyarakat miskin yang tidak disangka-sangka terjadi dan jika tidak
ditangani segera akan mengakibatkan resiko kematian, resiko sakit
berat/ dan atau cacat permanen dan resiko putus sekolah yang
bersifat individual.

(2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga desa yang sama
sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan
dirinya dan/atau keluarganya, atau kehilangan mata pencaharian,
dan/atau tidak memiliki fasilitas MCK sendiri, dan/atau tidak
memiliki aset yang mudah dijual seperti motor kredit/ non kredit,
emas, ternak dan barang modal lainnya.

(3) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dalam musyawarah desa
serta ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang dilaporkan
kepada Bupati melalui Camat.

. Ketentuan Pasal 31 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(2) huruf a, meliputi:
a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan
bangunan.



(2)

(6)

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit
meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai
atau lanjutan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam
APBDesa.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan
pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan barang milik desa yang dalam
penguasaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), penggunaannya ditentukan dalam
musyawarah desa.

. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 34

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b
antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah
desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa dan BUMDesa Bersama
untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada
masyarakat.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan desa yang dipisahkan.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
bentuk tanah kas desa tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUMDesa dan BUMDesa Bersama melalui
proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan huruf g
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 35

Penyertaan modal pada BUMDesa dan BUMDesa Bersama dapat
berupa uang dan/atau barang.

Tata cara penyertaan modal pada BUMDesa dan BUMDesa Bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dengan
memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat
disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan sesuai
kemampuan keuangan desa;



(4)

b. disetujui dalam musyawarah desa;

c. kelembagaan telah terbentuk dan ditetapkan dalam peraturan
desa;

d. BUMDesa dan BUMDesa Bersama memiliki rencana usaha yang
mendukung pengembangan potensi desa;

e. studi kelayakan usaha yang mencakup aspek teknis dan teknologi,
aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan,
aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan
lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan
usaha;

f. penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila
barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan
penyelenggaran pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat
kecuali tanah kas desa; dan

g. dalam hal penambahan penyertaan modal, wajib menyampaikan
laporan keuangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama tahun
sebelumnya dan usaha BUMDesa dan BUMDesa Bersama dari
pengelolaan SDA dan/atau industri kerajinan rumah tangga
sebagian besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik
yang dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran,
laporan keuangan tidak defisit, gaji/honor pengurus berasal dari
keuntungan usaha, proyeksi balik modal 2 (dua) tahun atau sesuai
perhitungan, proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga
atau sesuai perhitungan, dan/ atau tidak ada konflik pengurusan.

Mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak atas penggunaan
penyertaan modal dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 49

Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila

terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah:

a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/
Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau pengurangan
pendapatan desa dalam tahun berjalan;



(4)

c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa
berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
termasuk adanya bantuan keuangan khusus;

d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan
lebih besar dari 50% (lima puluh persen) antara pendapatan dan
belanja desa dalam APBDesa; dan

e. penyakit yang mewabah /epidemi yang menyerang desa.
Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDesa dan tetap
mempedomani RKPDesa.

10. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu
ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 50

Pemerintah desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan
Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat
khusus;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar
obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan;

c. penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat
dan keadaan mendesak; dan

d. kegiatan yang belum selesai dilaksanakan sampai dengan akhir
tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan
dalam tahun anggaran berjalan dalam hal telah terbitnya Peraturan
Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDesa tahun berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan
selanjutnya disampaikan surat pemberitahuan mengenai Peraturan
Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa kepada Bupati
melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa.

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Perubahan Penjabaran APBDesa disebabkan oleh hal-hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perubahan dimaksud kemudian
dituangkan ke dalam Perubahan Peraturan Desa mengenai APBDesa
tahun berjalan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan perubahan
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.



(S)

(7)

Dalam hal perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan
Penjabaran APBDesa dilakukan sebelum perubahan Peraturan Desa
tentang APBDesa tetapi pemerintah desa tidak melakukan perubahan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dilakukan setelah
perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan
Peraturan Kepala Desa tersebut dilaporkan dalam Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Kegiatan yang belum selesai dilaksanakan sampai dengan akhir
tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan
dalam tahun anggaran berjalan, namun Peraturan Desa tentang
APBDesa tahun berjalan dan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDesa belum diterbitkan, maka diterbitkan Peraturan
Kepala Desa tentang lanjutan kegiatan yang belum dilaksanakan
sampai dengan akhir tahun sebelumnya dan DPAL untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan.

Perkades tentang lanjutan kegiatan yang belum dilaksanakan sampai
dengan akhir tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) disampaikan kepada BPD.

11. Ketentuan Pasal 70 ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)
(7)

(8)

Pasal 70

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan
penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan
belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun
anggaran berkenaan.

SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai
atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus
diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL
untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan
rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan
anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan
Desember tahun anggaran berjalan.

Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa
kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

dihapus



12. Format dalam Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II.a Contoh 2.15: Lembaran Verifikasi Usulan Pencairan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd
HARYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 23
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010




LAMPIRAN II.a : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

CONTOH 2.15: LEMBAR VERIFIKASI USULAN PENCAIRAN

LEMBAR VERIFIKASI USULAN PENCAIRAN

KECAMATAN

DESA :

DANA TRANSFER : DD/ADD/ DBHPR*

NO. DOKUMEN CEKLIS KOREKSI
ADA | TIDAK

1. | Surat Pengantar Camat

2. | Halaman depan (Cover)

3. | Surat usulan pencairan dari kades

4. | B.A. musyawarah usulan pencairan

S. | Daftar hadir (asli bukan foto kopi)

6.

Surat Pernyataan Kesiapan Menerima dan
Melaksanakan Kegiatan

Perdes APBDesa

Perkades Penjabaran APBDesa

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
(Khusus pencairan tahap/triwulan I)

10. | Rencana Kerja Kegiatan Desa
(Khusus pencairan tahap/triwulan I)

11. | Rencana Anggaran Biaya (Khusus pencairan
tahap/triwulan I)

12. | Rencana Anggaran Kas
(Khusus pencairan tahap/triwulan I)

13. | RAB usulan kegiatan dari aplikasi Siskeudes

14. | Gambar Desain Fisik

15. | SK Kades Pembentukan Pelaksana Pengelola
Keuangan Desa (PPKD) (Khusus pencairan
tahap/triwulan I)

16. | SK Kades Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
(Khusus pencairan tahap/triwulan I)

17. | SK Kades Pembentukan Panitia Pelaksana
Kegiatan

18. | Fotokopi lembar konfirmasi penerimaan
penyaluran DD tahap sebelumnya.

19. | Surat Pernyataan mengenai Posisi SILPA APBDesa
(Khusus pencairan tahap/triwulan I)

20. | Surat Pernyataan mengenai Posisi Saldo APBDesa

(Untuk usulan selain tahap/triwulan I)




21. | Asli rekening koran pada saat pengusulan

22. | Foto kopi nomor rekening kas desa

23. | Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (Khusus
untuk usulan selain tahap/triwulan I)

24. | Laporan Realisasi Penyetoran Pajak (Khusus
untuk usulan selain tahap/triwulan I)

25. | Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan
(Khusus untuk usulan selain tahap/Semester I)

26. | Pernyataan Dokumen SPJ lengkap

27. | Laporan realisasi tahap sebelumnya ( Selain usul
pencairan tahap/triwulan I)

28. | Laporan konvergensi pencegahan stunting Tahun
sebelumnya (DD tahap III)

REKAPITULASI DANA :

NO. BIDANG JUMLAH (Rp.)

Pemerintahan

Pembangunan

Pembinaan

sl il i e

Pemberdayaan

Jumlah (Rp.)

TIM EVALUASI :

1. Kasi PMD (Nama dan tanda tangan ...
2. Pendamping Desa/ Lokal Desa (Nama dan tanda tangan ...
3. ...Dst. (Nama dan tanda tangan ...

Mengetahui/Menyetujui :
Camat ...,

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010




